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BISMILLAH1RRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 342
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Keija Pembangunan Daerah;

bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 050/13402/SJ tentang Fokus Keija
Presiden Tahun 2029-2024 tanggal 2 Desember 2019 yang
menyatakan bahwa menunggu penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana
Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil
2017-2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
2019 tentang Klasifiksi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, diatas perlu membentuk
Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Menimbang : a.

b.
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
4S,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah.
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah. dan Rencana Pembangunan Keija
Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifiksi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1444);

8. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 01);

9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);

10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh
Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2012 Nomor 02);

11— Scaku'.
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11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 5);

12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH
SINGKIL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Qanun Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2018 Nomor 261) diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran qanun ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun
ini.

Buk*m BtMlUtd.ik it £*„*<,.
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Pasal II

Qanun inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Diundangkan di Singkil
pada tanggal ÿ_ januÿr

"H "]urvY«/fiL
SEKRETARIS

KABUPATEN A< GKIL,

Disahkan di Singkil
pada tanggal ÿ jr,r\«r, #>1

u Junwelli AtfiIT
\TI ACEH SINGKIL.

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR ?$.[

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH :(2/16/2021)


